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LAMPIRAN
Surat Edaran PDIP
Jakarta, 20 Tebruaw 2025
Nomor Tnaq IIN/DPP/E /2025 Yth. Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Lampiran : -- Daerah PDI Perjuangan
Perihal  : Instruksi Harian Ketua Umum Seluruh Indonesia

di-
Tempat masing-masing

Merdeka !!!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi
kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di
Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum
sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke
dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka
seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI
Perjuangan.

selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI
Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di
Magelang pada tanggal 21 — 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota
Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Masa Bakti 2019-2024

Ketua Umum,

Tembusan:
1. Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan;
2. Arsip.
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2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 200.5/629/SJ

e

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 11 Februari 2025

Nomor i 200.5/628/SJ Yth. 1 Para Gubernur;

Sifat . Biasa Para Bupati/Wali Kota;
Lampiran = di
Hal © Retret Kepala Daerah Gelombang Il Seluruh Indonesia
di Magelang
SURAT EDARAN

MENTER!I DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubemur/Wakil Gubemur,
2. BupatiWakil Bupati; dan
3. Wali Kota/Wakil Wali Kota.

di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 200.5/628/SJ

TENTANG
ORIENTASI KEPEMIMPINAN BAGI KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2025

Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan pelak
Wali Kota/Wakil Wali Kota hasil Pilkada serentak 2024 sebagai berikut:

1. Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2025 dilaksanakan dengan metode tatap muka bertempat di Gl
Borobudur Internasional Golf, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1
Magelang selama 8 (delapan) hari dan proses coaching secara onliné
penyusunan rencana aksi kepala daerah selama 2 (dua) minggu dila
dengan paparan rencana aksi di Jakarta sebagaimana jadwal terlampir.

2. Orientasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Angkatan, untuk Angk
dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. zareuumzozs Adapun Angkatan II,

Lmddhiont dom mnmacke abnn dliaf.




3. Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Partai Politik berhak:
a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari
negara;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara
mandiri;

c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar
Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (Paly(r
Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil *
kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,
calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil
bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan

k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Partai Politik berkewajiban:

a. 1} P: 1 lak k Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan
perundang-undangan;

b. lihara dan hank keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;

d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi
manusia;

e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik
anggotanya;
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